


Kinerja PPID
Kab Temanggung di 3 tahun 

terakhir menunjukkan kinerja 
ke arah yang baik

2019 : Menuju Informatif
2020 : Menuju Informatif
2021 : Menuju Informatif

2022 : ?
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Capaian PPID Kab. Temanggung

Sumber : Komisi Informasi Prov. Jateng
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SOP APA SAJA 
YANG PERLU 

DIMILIKI PPID?
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(Pasal 23 Ayat 2 PerKI 1 /2021)
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Sumber : Permendagri No 3 Th 2017 Pasal 24 8

http://ppid.jatengprov.go.id @ppid_jateng @provjateng @Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

http://ppid.jatengprov.go.id/
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InformasiApa 

SajaYang 

AdaDiDaLam 

DIP??
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UJI KONSEKUENSI

DAFTAR
INFORMASI PUBLIK

DAFTARINFORMASIPUBLIK (DIP)
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INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1. Informasi tentang profil Badan Publik  Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap;

 Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan;

 Tugas dan fungsi badan publik beserta kantor unit-unit dibawahnya;

 Struktur organisasi;

 Gambaran umum setiap satuan kerja;

 Profil singkat pejabat struktural;

 Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh komisi 

pemberantasan korupsi ke badan Publik untuk diumumkan.

2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik ;

3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;

4. Ringkasan laporan keuangan;  Rencana dan L R A

 Neraca

 Laporan Arus Kas dan C A L K

 Daftar Aset dan Investasi

5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;  Jml. permintaan informasi yg diterima

 Waktu yg diperlukan BP dlm memenuhi setiap permintaan

 Jml. pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau

 Alasan penolakan permintaan informasi

6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan;

7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik;

8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang;

9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;

10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat. 2
0
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INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Standar pengumuman informasi serta merta  Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang

banyak

 Ketertiban umum

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

1. Daftar Informasi Publik

2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik

3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan 

izin yang diberikan

7. Data perbendaharaan atau inventaris

8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik

9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja

10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi 

Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

2
1
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INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

11. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya

12. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya

13. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan

14. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian

sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik

15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka
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b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan
pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;s

d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Dapat Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. Dapat Mengungkapkan merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

g. Dapat Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir 
ataupun wasiat seseorang;

h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;

i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang
Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau
Pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

KEPATUTAN

KEPENTINGAN UMUM

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PENGUJIAN 
KONSEKUENSI

UU NO.14  
TAHUN 

2008

2
3

Dengan memperhatikIaNn keFtenOtuanYyaAng tNerdGapat pDasaIlK2 ayEat C(4) UUU KAIP,LmaIkKa peAngeNcualian  

informasi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

UU NO. 14 TAHUN 2008, PASAL 17
UNDANG-UNDANG

a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
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(Pasal 49 Ayat 1 PerKI No. 1 Th 2021)

http://ppid.jatengprov.go.id @ppid_jateng @provjateng @Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
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(Pasal 49 Ayat 2 PerKI No. 1 Th 2021)
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Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:
a. Menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang  

akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
b. Mencantumkan undang-undang/dasar hukum yang dijadikan  

dasar pengecualian;
c. Mencantumkan konsekuensi; dan
d. Mencantumkan jangka waktu.
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(3) Notulensi Proses

(4) Pertimbangan -
diperlukan)

KKELEENLGKEAPNANGNAKSKAAHPPAERTNIMBNANAGASN KAH  

PERTIMBANGAN

(1) Daftar Hadir (khususnya Atasan PPID dan para Tim Pertimbangan)

(2) Usulan Bidang (PPID Pelaksana ditingkat PPID)

pertimbangan Ahli / Narasumber (Apabila

(5) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang
mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang
diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik.
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CONTOH “JENIS INFORMASI” DIK YANG SALAH
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HASIL KAJIANCONTOH “DASAR HUKUM” DIK YANG SALAH
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HASIL KAJIANCONTOH “PERTIMBANGAN ATAU KONSEKUENSI”

DIK YANG SALAH
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HASIL KAJIANCONTOH “JANGKA WAKTU” DIK YANG SALAH
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UJI KONSEKUENSI SESUAI UU
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Perangkat Desa lain

Kepala Desa adalah Atasan PPID Desa

Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan

Sekretaris Desa sebagai PPID Desa

Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan Kepala 

Desa dapat menunjuk dan menetapkan

35
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38Sumber : We Are Social

http://ppid.jatengprov.go.id @ppid_jateng @provjateng @Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

http://ppid.jatengprov.go.id/
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MEDSOS-an sing APIK
1. Jangan Asal Posting Konten. POSTING YG PENTING JGN YG 

PENTING POSTING.

2. Tak Perlu Detail Mencantumkan Informasi. CURHAT-NYA 
JGN KETERLALUAN, JANGAN RIA/PAMER, dsb

3. Protect your privacy! LINDUNGI DATA DIRI seperti NIK, NO 
TELP, dsb.

4. Jaga Etika. CASUAL TETAPI TETAP ETIS/SOPAN.

5. Selalu Waspada dan Jangan Langsung Percaya. SARING 
SEBELUM SHARING.

6. Filter Akun-akun yang diikuti. TIDAK PERLU LATAH SEMUA 
AKUN DIFOLLOW.

7. Estetik dan nyaman dinikmati. EYES CATCHING, ITCHING
MODE. 40
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Kiat-Kiat Menuju Badan Publik Informatif
1. Pedomani SOP Pelayanan InformasiPublik;

2. Sinergitas PPID dan PPID Pelaksana dalam pelayanan 
informasi publik;

3. Hilangkan ego sektoral;

4. Penetapan Daftar Informasi Publik setiap awal tahun;

5. Perbaharui Informasi Wajib Berkala baik di Website 
maupun di Medsos.
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